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ABSTRACT

Lack of information technology on certain taxpayers in the tax assessment and audit
tax has not been optimal implementation for the current tax billing that has not effectively lead the
Corporate Income Tax Receipts have not reached the target. This study aims to examine and
analyze the influence of Tax Audit and Tax Billing to Corporate Income Tax Receipts.

Sampling method used in this research is purposive sampling using criteria that are
suitable for data collection. With as much data as 4 Tax Office, data collection is done through
field research. Data were analyzed using SPSS application assistance 17.00.

The results of this study show that, the variable tax inspection of the Corporate Income
Tax Revenue and significant negative effect on the variable Corporate Income Tax Revenue
amounted to 2.9%, while the variable Tax Billing provides a significant and positive effect on the
variable Corporate Income Tax Revenues 60.4% , This study provides empirical evidence which
checks Taxes and Tax Collection affect the Corporate Income Tax Revenue Tax Office listed in
the Regional Office of West Java I.

Keywords: Audit tax, tax Billing, Revenue Corporate Income Tax.

l. PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Pajak juga merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan
sumber terpenting untuk memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut
digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang mencakup kepentingan pribadi individu
seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya kepentingan masyarakat tersebut
menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak merupakan bagian terpentingan dalam
kepentingan umum. Pajak juga dapat mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi
sebaliknya, perolehan pajak juga merupakan penghasilan masyarakat yang kemudiaan
dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan-pembangunan. Oleh karena
itu, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. (Sudarto, 2015).

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pos penerimaan
negara. Negara mempunyai kewajiban yang sangat penting untuk memenuhi kepentingan
rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, negara
membutuhkan dana besar dalam pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana
besar dalam pembangunan tersebut setiap tahunnya semakin meningkat seiring dengan
peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat. Maka dari itu Suryadi mengemukakan bahwa
Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang sangat penting baik untuk
belanja rutin maupun untuk pembangunan ( Suryadi, 2010 ).



Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek
terpenting dalam penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal
tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa
pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga untuk semua masyarakatnya. Atas hal tersebutlah
diharapkan masyarakat mempunyai kesaran yang tinggi untuk pembayaran pajaknya kepada
Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk
membayar pajak (Zain, 2008).

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui realisasi
penerimaaan pajak penghasilan badan per Februari 2016 yang baru mencapai 9 persen dari
target Rp 1.360,1 triliun belum sesuai ekspetasi atau perencanaan yang disusun pihaknya.
Menurutnya ini tidak sejalan, karena itu pihak Direktur Jendral Pajak minta kesadaran
masyarakat harus sesegera mungkin untuk memasukkan surat pemberitahuannya (SPT) agar
segera membayar. Ken Dwijugiasteadi membenarkan realisasi penerimaan pajak hingga
Februari 2016 baru sembilan persen atau sekitar Rp 122,4 triliun dari target Rp 1.360 triliun.
Menurutnya, idealnya hingga akhir Maret 2016, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 340
triliun atau sekitar 25 persen dari target penerimaan pajak (Ken Dwijugiasteadi, 2016).

Upaya peningkatan patuhnya para wajib pajak dalam membayar pajaknya dan untuk
meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak melalakukan suatu pemeriksaan
pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang
dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar self assessment system, dimana proses pemeriksaan pajak
diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT.
Dalam setiap proses pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria
atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi serta
manajemen pemriksaan pajak yang baik. Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah
Self Assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan
terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kesadaran wajib pajak, apakah pajak yang
dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku serta manajemen pemeriksaannya yang baik pula. Pemeriksaan juga dilakukan jika
fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan traksansi dari wajib pajak yang belum
dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Siti Resmi, 2010).

Penerimaan pajak juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemeriksaan pajak.
Pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan
sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Oleh
karena itu pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun
peningkatan penerimaan secara nominal tersebut peningkatan yang tidak signifikan (Salip &
Tendy, 2006).

Penyebab peningkatan yang tidak signifikan inilah disebabkan karena adanya kasus
penyelewengan yang sedang terjadi di Direktorat Jenderal Ditjen Pajak, Menteri Keuangan
menilai permasalahannya terletak pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Permasalahan tersebut perlu adanya perbaikan terhadap sistem mulai dari pemeriksaan pajak
dan penagihan pajak sampai ke teknologi informasi, dimana perbaikan tersebut akan
berpengaruh kepada proses penerimaan pajaknya (Agus D.W. Martowardojo, 2012).

Direktur Tranformasi Proses Bisnis mengakui, cukup banyak kasus keberatan pajak yang
berakhir di pengadilan dan pada akhirnya mempengaruhi citra Ditjen Pajak. Pemeriksaan pajak
Ditjen Pajak tersebut tergolong lemah karena beban pemeriksaan pajak yang sangat tinggi.
Selain itu, terdapat kendala yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak yaitu kurangnya data
dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu. Serta sulitnya
peminjaman buku, dokumen, atau catatan wajib pajak (Dadan, 2011).

Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang
mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Masih
banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenubhi



kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Untuk
mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai
kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan tersebut meliputi pemberitahuan surat
teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Siti Resmi, 2010).

Masalah penagihan pajak yang terjadi di Kantor Wilayah Jawa Barat | secara teknis yaitu
dalam hal sulitnya untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak, serta kurangnya
pengawasan dalam pembuatan surat teguran dan surat tagihan pajak karena harus meneliti satu
per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan
pengawasan dalam penagihan aktif. Penerimaan pajak tidak mencapai target hal ini disebabkan
karena masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih akibat penagihan yang kurang
efektif. Tindakan penagihan piutang pajak mengalami kenaikan dan dikatakan belum efektif
(Irnayanti, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang meneliti pemeriksaan pajak terhadap penerimaan
pajak yang dilakukan Sukirman dalam penelitiannya, sukirman mengemukakan bahwa
pemeriksaan pajak tidak diikuti dengan peningkatan yang negatif namun signifikan terhadap
penerimaan pajak penghasilan badan (Sukirman, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang meneliti kepatuhan waib pajak, pemeriksaan pajak
dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang dilakukan Putu Putra
Mahendra danl Made Sukartha menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa
kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif pada
penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Badung Utara (Putu Putra Mahendra
danl Made Sukartha, 2014).

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang meneliti pengaruh penagihan pajak
dengan surat paksa dan surat teguran terhadap penerimaan pajak dilakukan oleh Fauziah dalam
penelitiannya menunjukan hasil dari penelitian ini adalah bahwa penagihan dengan surat
teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaaan pajak. Hal ini dapat di lihat
dari hasil uji f secara simultan yang menunjukkan hasil sebesar 0,360 (>0,05) yang menunjukkan
tidak ada pengaruh signifikan. Besarnya R square hanya sebesar 0,4 yang menunjukkan bahwa
surat teguran dan surat paksa hanya berpengaruh sebesar0,4% terhadap penerimaan pajak
,sedangkan 99,6% dipengaruhi oleh faktor lain (Fauziah, 2013).

1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah didapat maka penulis dapat menuliskan
rumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan
badan pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan
pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I.

1.3 Maksud dan Tujuan Peneitian
1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari pengaruh
pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
penghasilan badan pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan
penghasilan badan pajak pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I.



1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Praktir

Dapat menjadikan bahan masukan yang bermanfaat demi kemajuanya kesadaran
perpajakan dan kehunaan pajak itu sendiri serta dapat mengatasi permasalahan yang ada.
1.4.2 Kegunaan Akademis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadikan bahan pertimbangan
bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.

Dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama
serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya perpajakan.

Il. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
2.1 KAJIAN PUSTAKA
2.1.1 Pemeriksaan Pajak
2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:133) pemeriksaan pajak adalah
serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Sasaran Pemeriksaan Pajak
Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah:
a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam
kewajiban peperpajakan.

2.1.2 Penagihan Pajak
2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:94) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual
barang yang telah disita.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti resmi (2003:74), pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang
ditujukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam
hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban.

2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Pengaruh Kenaikan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Badan

Menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan
pajak dan penerimaan pajak bahwa temuan menunjukkan bahwa audit pajak akan memberikan
audit berkualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk tujuan hukum, meningkatkan
kemampuan negara untuk mengumpulkan penerimaan pajak pengasilan badan dan
meningkatkan kinerja sistem pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan



Menurut Waluyo, (2010:238) yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu
ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini
belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, Secara umum penerimaan pajak
penghasilan badan di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak
maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan
hukum yang memaksa.

2.3 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas maka penulis dapat merumuskan dan menyimpulkan
hipotesis dari penelitian ini, yaitu :
H1 = Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP
yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat |.
H2 = Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP
yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat |.

M. METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Sugiyono (2010;2) mengemukakan metode penelitian sebagai metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat kata kunci yang
perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah didasarkan
pada ciri-ciri keilmuan , data yang diperoleh terhadap informasi tertentu, dan kegunaannya
untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Pengertian metode deskriptif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:29) adalah
metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian
tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan menurut Mashuri (2010:45) pengertian metode verifikatif adalah memeriksa
benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang
telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2010:30) adalah metode penelitian kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.

Pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2006:13) adalah sasaran ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan
reliable tentang sesuatu hal (variabel tertentu).

Adapun menurut Husein Umar (2007:303), pengertian objek penelitian adalah objek
penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian dilakukan. Bisa
juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu .

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah objek yang
menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian dan untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable.

Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut Hamidi (2007 : 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang
diterliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti
misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak yang terdaftar di Kantor
Wilayah Jawa Barat |. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif, untuk
mendeskripsikan penelitian mengenai Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.



3.2 Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2012:38), menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah Segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi
tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Variabel Indikator Skala
Pemeriksaan Pemeriksaan pajak adalah 1. Jumlah surat Rasio
Pajak (X1) serangkaian kegiatan ketetapan pajak
menghimpun dan mengolah | 2. Jumlah surat
data, keterangan, dan/atau ketetapan kurang
bukti yang dilaksanakan bayar
secara objektif dan
profesional berdasarkan (Siti kurnia rahayu,

suatu standar pemeriksaan | 2010)
untuk menguiji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(,Anastasia Diana & Lilis
Setiawati , 2014)

Penagihan Pajak | Penagihan pajak adalah 1. Jumlah surat Rasio
(X2) serangkaian tindakan agar teguran

penanggung pajak 2. Jumlah surat

melunasi utang pajak dan paksa

biaya penagihan pajak 3. Jumlah lelang

dengan menegur atau 4. Jumlah penyitaan

memperingati,
melaksanakan penagihan (Early Suandi, 2010)
seketika dan sekaligus,
memberitahu surat paksa,
mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan,
melaksanakan
penyandraan, menjual
barang yang telah disita.

(Diana Sari, 2013)

Penerimaan suatu pungutan resmiyang | 1. Jumlah realisasi Rasio

Pajak pengasilan | ditujukkan kepada penerimaan pajak

badan (Y) masyarakat yang pengasilan badan
berpenghasilan atau atas (Siti kurnia rahayu

penghasilan yang diterima 2010)
atau diperolehnya dalam
masa atau tahun pajak
untuk kepentingan negara
dan masyarakat dalam




hidup berbangsa dan
bernegara sebagai suatu
kewajiban.

(Siti resmi, 2003)

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
3.3.1 Sumber Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian
ini yaitu data sekunder.

Menurut Umi Narimawati (2008:21) data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak
perusahaan, yang biasanya sudah tersedia dalam bentuk laporan perusahaan. Data sekunder
biasanya digunakan sebagai pendukung data primer, oleh karena itu kita tidak dapat hanya
menggunakan data sekunder sebgai satu-satunya sumber informasiuntuk menyelesaikan
penelitian kita.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi
Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh
data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan Kantor Pelayanan
Pajak yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil dari Observasi dapat dijadikan
data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

2) Riset Internet
Pengumpulan data berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan literatur,
jurnal dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian
3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2008:61), pengertian dari populasi adalah sebagai populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Dari pengertian populasi diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah laporan pajak
seluruh KPP Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jabar 1 yaitu 15 KPP Pratama
dengan 6 periode persemester dalam pertahun , jadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 180
data.

Tabel 3.2
Daftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang Dijadikan Populasi
No. ﬁgge Nama KPP Pratama
1. 405 KPP Pratama Sukabumi
2. 406 KPP Pratama Cianjur
3. 409 KPP Pratama Purwakarta
4, 421 KPP Pratama Cimahi
5. 422 KPP Pratama Bandung Tegallega
6. 423 KPP Pratama Bandung Cibeunying
7. 424 KPP Pratama Bandung Karees
8. 425 KPP Pratama Tasikmalaya
9. 428 KPP Pratama Bandung Bojonagara
10. | 429 KPP Pratama Bandung Cicadas
11. | 441 KPP Pratama Ciamis
12. | 443 KPP Pratama Garut
13. | 444 KPP Pratama Majalaya
14, | 445 KPP Pratama Soreang
15 | 446 KPP Pratama Sumedang




3.4.2 Penarikan Sampel

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diolah dari sejumlah populasi, maka
perlu dilakukan teknik pengambilan sampel yang tepat.

Menurut Sugiyono (2008:62) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut.

Menurut Sugiyono (2008:62) pengertian teknik sampling adalah Teknik sampling
merupakan teknik pengambilan sampel.

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling
yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh
penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah nonprobability sampling.

Menurut Sugiyono (2008:66) pengertian nonprobability sampling adalah  teknik
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur
atau anggota populasi untuk menjadi sampel.

Jenis nonprobability sampling yang dipilih oleh penulis adalah sampling purposive.
Menurut Sugiyono (2008:68) yang dimaksud dengan sampling purposive adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berdasarkan pengertian purposive sampling menurut para ahli diatas, maka untuk
menentukan sampel dalam penelitian ini harus berdasarkan kriteria-kriteria yang cocok untuk
dikumpulkan datanya. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pajak Pratama yang sudah terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jabar 1.
2. Laporan Pajak KPP Pratama tersebut sudah diaudit.
3. KPP Pratama tersebut mempunyai data mengenai Jumlah SKPKB Pemeriksaan Pajak,

Jumlah Surat Paksa Penagihan Pajak dan Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak

Penghasilan Badan.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian
3.4.3.1 Tempat Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,
maka penulis mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1,
yang beralamat di JI. Asia Afrika No. 114, Lengkong, Kota Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian
Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jawa Barat 1 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2016 sampai dengan Juni 2016.

35 Metode Pengujian Data
Metode pengujian data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik.

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar nilai parameter model penduga yang digunakan
dinyatakan valid. Pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi sebagai syarat BLUE (Best Linear
Unbias Estimation) sebagai berikut:
1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur data yang didapatkan memiliki distribusi normal
sehingga dapat dipakai dalam statistik paramentik.
2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah kesalahan (error) pada data kita
memiliki varian yang sama atau tidak.
3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan jika data berupa data time series, namun jika datanya cross
section uji autokorelasi bisa diabaikan.

3.5.1 Metode Analisis Data
1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Andi Supangat (2007:352) garis regresi adalah suatu garis yang ditarik diantara
titik — titik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur besarnya varaiabel



yang satu berdasarkan varaiabel yang lain dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui
macam korelasinya (positif dan negatifnya).
2. Analisis Korelasi

Menurut Sujana (1989:152) dalam Umi Narimawati (2010:49) menyatakan bahwa
pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan
Y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi Pearson.
3. Analisis Determinasi

Persentase peranan semua variabel bebas atas semua nilai variabel bebas ditunjukan
oleh besarnya koefisien determinasi (R2). Semakin besar nilainya maka menunjukan bahwa
persamaan regresi yang dihasilkan baik intuk mengestimasi variabel terikat
4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan di uji adalah seberapa besar pengaruh sistem
modernisasi administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan
digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak (X,), terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) adalah sebesar -0.029 atau sebesar 2.9% yang
menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh negatif. Dapat dilihat dari hasil uji t dimana nilai
thitung UNtuk variabel pemeriksaan pajak sebesar 0.560 dengan t;q,.,; sebesar df=n-2 yaitu 12-2
dengan alpha 5% maka di dapat dengan melihat t,,,. didapat nilai t.;,., Sebesar 1.812
sehingga dapat dismpulkan bahwa nilai tpiyng < dari tiq,e sebesar 0.560 < 1.812 hal ini
menunjukan bahwa H, diterima artinya dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak
berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan
Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soemarso, S.R (2007:56)
menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang tidak efektif maka akan berakibat meningkatnya
penerimaan pajak penghasilan badan.

Namun dalam penelitian ini menunjukan bahwa Arah hubungan negatif menunjukan
pemeriksaan pajak yang kurang baik akan menghasilkan penerimaan yang tidak sesuai target.
Seperti yang sudah di paparkan di pembahasan sebelumnya yang menunjukan bahwa
menurunnya atau rendahnya penerimaan pajak penghasilan negatif di akibatkan kurangnya
kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajaknya serta kurangnya informasi
mengenai wajib pajak tertentu, sanksi perpajakan yang sudah dilunasi maupun yang belum
dilunasi oleh wajib pajak dan beberapa hal lainnya

Berdasarkan hasil penelitian menjawab fenomena yang telah dikemukan pada bab
sebelumnya pada variabel Pemeriksaan pajak tergolong lemah karena beban pemeriksaan
pajak yang sangat tinggi. Selain itu, terdapat kendala yang terjadi dalam proses pemeriksaan
pajak yaitu kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak
tertentu. Serta sulithya peminjaman buku, dokumen, atau catatan wajib pajak, seharunya
menurut teori-teori yang dikemukan oleh para ahli, pemriksaan pajak dilakukan oleh fiskus atau
orang ketiga untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. fenomena tersebut
menggambarkan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang negatif,namun setelah
di dapat hasil penelitian ini ternyata terbukti benar bahwa pemeriksaan pajak terhadap
penerimaan pajak penghasilan badan memiliki hubungan yang negatif. Di mana ketika semakin
rendahnya tingkat pemeriksaan pajak, maka akan semakin meningkat penerimaan pajak
penghasilan badan, begitupun dengan sebaliknya.

Sesuai dengan teori yang dikemukan oleh Soemarso (2009:125) semakin tinggi tingkat
dilakukannya pemeriksaan pajak dan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak



penghasilan badan tetapi dengan ditingkatkannya proses pemeriksaan pajak tidak bearti bahwa
penerimaan pajak penghasilan badan akan meningkat pula.

Hasil penelitian juga di dukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya oleh
Sukirman (2011) menunjukan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan secara
nominal diperoleh dari tingkatan pemeriksaan yang baik dan efektif.

Jadi dapat di simpulkan bahwa semakin semakin rendahnya tingkat pemeriksaan pajak,
maka akan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan. Karena semakin efektifnya
tingkat pemeriksaan pajak maka secara otomatis penerimaan pajak penghasilan badannya tidak
akan meningkat.

4.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil penelitian menunjukan bahwa Penagihan pajak (X,) terhadap (Penerimaan Pajak
Penghasilan Badan (Y) sebesar 0,604 atau 60.4 %, yang memiliki arah hubungan yang
berpengaruh positif. Jika dilihat dari hasil uji t dimana nilai tp;n, Untuk variabel komunikasi
sebesar 3.515 dengan t,,;.; Sebesar df=n-2 yaitul2-2 dengan alpha 5% maka di dapat dengan
melihat t.,;., didapat nilai t.q,., sebesar 1.812 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ty;p,, 4>
dari t.q,.; Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Penghasilan Badan
pada KPP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat .

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Waluyo (2010:238) yang
menyatakan perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan
jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat
diimbangi dengan kegiatan pencairannya, Secara umum penerimaan pajak penghasilan
badan di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka
dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan
hukum yang memaksa.

Berdasarkan hasil penelitian ini menjawab fenomena yang telah di paparkan pada
pembahasan sebelumnya bahwa sulithya untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak,
serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran dan surat tagihan pajak karena
harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang
sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Seharunya menurut teori-teori yang
dikemukan oleh para ahli, penagihan pajak harus dilakukan secara efektif sehingga dapat
meningkatkan target penerimaan pajak penghasilan badan yang sesuai rencana, fenomena
tersebut menggambarkan bahwa penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan
mempunyai hubungan yang negatif atau berbanding terbalik, namun jika dilihat dari hasil
penelitian ini dapat dibuktikan bahwa penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan badan
memiliki hubungan yang positif. Dimana artinya berarti jika semakin efektif tingkat pelaksanaan
penagihan pajaknya maka penerimaan pajak penghasilan badannya pun akan semakin
meningkat.

Maka hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zakiah
M syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2009) yang menunjukan bahwa penagihan pajak
berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan penagihan pajak
terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak
dan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak setelah
surat paksa di terbitkan, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak penghasilan
badan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai
“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan Badan” pada KPP yang terdaftar di DJP Kantor wilayah Jawa Barat I, maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan pajak yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah



DJP Jawa Barat periode 2010-2015. Arah hubungan negatif menunjukan pemeriksaan pajak
yang kurang baik akan menghasilkan penerimaan yang tidak sesuai target. Namun ada
beberapa kendala yang terdapat di dalam pemeriksaan pajak mulai dari kesulitan mencari
dokumen-dokumen dari wajib pajak serta sulitnya mencari bukti-bukti yang pada akhirnya
banyak wajib pajak yang memerlukan banding dari hasil SKPKB yang sudah di tentukan.

2. Penagihan pajak yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah
DJP Jawa Barat periode 2010-2015. Artinya dengan semakin tinggi tingkat melakukan
pelaksanaan penagihan pajak maka penerimaan pajak penghasilan badannya pun akan
meningkat sehingga mencapai target yang sudah di rencanakan. Namun terdapat pula
kendala dalam proses penagihan pajak seperti surat paksa yang di terbitkan tidak sampai
kepada wajib pajak.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mengajukan saran
sebagai berikut :

1. Saran Praktis
a. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat
1

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan
penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, dan sesuai fenomena
yang terjadi pemeriksaan pajak masih tergolong lemah karena kurangnya data dan
informasi baik secara internal maupun eksternal mengenai wajib pajak. Begitu pula
dengan penagihan pajak yang belum efektif di sebabkan surat paksa yang diterbitkan
tidak sampai kepada wajib pajak. Maka DJP Kantor Wilayah Jawa Barat | harus lebih
meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajiban
perpajakannya agar dapat meningkatkan target penerimaan pajak penghasilan badan
yang sudah di rencanakan. Begitu halnya dalam proses penagihan pajak harus
dipertahankan dan ditingkatkan kembali dengan terus melakukan dengan menegur atau
memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan,
menjual barang yang telah disita agar penerimaan pajak penghasilan badan pada DJP
Kantor Wilayah Jawa Barat | semakin baik.

b. Untuk Wajib Pajak
Wajib pajak disarankan agar mematuhi dan mengikuti setiap peraturan perpajakannya, di
karenakan pajak merupakan sumber terbesar penerimaan negara.

C. Saran Akademis ( Bagi Peneliti Lain)
Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk
menambah indikator atau variabel lain,metode yang sama ataupun berbeda tetapi unit
analisis, populasi, sampel harus berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan
memperkuat teori yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini atau peneliti-
peneliti terdahulu.
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